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MOTTO : 

   

  “Maha Suci Allah, yang telah menciptakan semuanya 

berpasang-pasangan, baik dari apa yang di tumbuhkan oleh 

bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang 

tidak mereka ketahui” 

 

(Q.S. Yassin : 36) 
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skripsi ini ku persembahkan dengan penuh cinta kasih 

sebagai tanda terima kasih dan kenang-kenangan 

kepada :  

- Kedua orang tua ku yang tersayang, yang selalu 

berusaha dan di setiap sujudnya selalu mendo’akan, 

dan dengan segenap do’a mereka lah, 

menghantarkan penulis menjadi anak yang insya 

Allah akan sukses dunia dan akhirat. 

- Ayuk-ayuk dan kakak-kakak tersayang, yang selalu 

mendukung dengan segenap cinta kasihnya, semoga 

Allah segera menjawab doa-doa kita. 

- Teman-teman seperjuangan, yang sangat penulis 

sayangi, semoga kita sukses bersama. 
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ISTRI  

Penulis    Pembimbing : 

Ivan effendi   1. H. SAIFULLAH BASRI, SH.,MH. 

     2. H. ZULFIKRI NAWAWI, SH.,MH 

 

ABSTRAK  

 

yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini dibuat analisis 

saya : 

Bagaimana pembagian harta bersama ( Harta gono gini ) dalam 

perspektif hukum Islam dan undang-undang No.1 tahun 1974. 

Apakah akibat hukum pembagian Harta bersama (Harta gono gini) 

bila terjadi dalam penceraian antara suami dan istri. 

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam 

pembahasan masalah dengan menitikberatkan perhatian pada pemberian 

pembagian harta bersama (Harta gono gini) dalam persfektif hukum 

islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jika terjadi penceraian 

kepada suami dan istri. 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara : 

Penelitian kepustakaan ( Library research). 

Dokumen-dokumen. 
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Metode analisa data, data yang berhasil di kumpulkan dalam ini 

penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode yuridis dan 

normatif yaitu penelitian yuridis yang bertujuan untuk meneliti 

sistematika hukum, sinkornasi hukum,sejarah hukum, dan perbandingan 

hukum, sedangkan penelitian normatif berdasarkan kepustakaan yakni 

dengan cara meneliti bahan pustaka atau jurnal-jurnal ilmiah/hukum 

atau dinamakan hukum normatif.  

Berdasarkan penelusuran lebih jauh , terutama berhubungan 

dengan permasalahan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

- Pembagian harta bersama (gono gini) dalam presfektif hukum Islam 

dan Undang-Undang no.1 tahun 1974 jika terjadi penceraian adalah 

tidak ada pencampuran harta kekayaan dalam perkawinan antara 

suami dan istri (harta gono gini). Pada awalnya berasal dari adat 

istiadat atau tradisi Yang berkembang di Indonesia, kemudian di 

dukung oleh hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di 

Indonesia. 

- Akibat hukum pembagian harta bersama adalah bahwa perkawinan 

dapat putus karena kematian, penceraian dan atas keputusan 

pengadilan. Penceraian tentunya juga melahirkan kosenkuensi tertentu 

yaitu, hak asu anak (hadhanah) dan status pernikahan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG  

 

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga    (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, 

pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah 

sehingga pasal 2 komplikasi hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan 

adalah akad yang sangat kuat (mitsqan ghalidhan) untuk menaati perintah 

Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, Perkawinan merupakan salah 

satu Perintah Agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya, 

karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan baik dalam  bentuk 

penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan.
1
 

Hukum perkawinan mewujudkan suatu kedudukan yang seimbang 

antara suami dan istri untuk mewujudkan tujuan untuk mencapai kebahagiaan 

dan kesejahteraan bersama melalui ikatan yang sah secara Hukum dan Agama 

yakni dengan pencatatan perkawinan, namun pada kenyataannya banyak faktor 

penyebab yang memicu masalah dalam kehidupan perkawinan sehingga 

pasangan tersebut memutuskan jalan yang terakhir dan terbaik adalah dengan 

cara penceraian, apabila perkawinan terputus akibat penceraian maka muncul 

permasalahan antara lain mengenai pembagian harta bersama yang 

pengaturannya menurut hukum masing-masing yakni hukum agama, hukum 

adat, dan hukum-hukum lainnya. 

                                                           
      

1
 J.satrio, 1991, Hukum harta perkawinan, bandung , PT citra aditya bakti, hlm,.7.  
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Metode pembagian harta bersama juga tidak dibahas dengan jelas baik 

dalam Al-Qur’an maupun dalam dalam literatur kitab-kitab klasik, hal ini 

disebabkan oleh kultur bahasa arab yang tidak mengenal adanya pencampuran 

harta kekayaan yang di peroleh suami dan istri.
2
 

Harta gono gini adalah Harta benda dalam perkawinan yang dihasilkan 

oleh pasangan suami istri secara bersama-sama selama masa perkawinan masih 

berlangsung, yang tidak termasuk dalam katagori Harta gono gini adalah harta 

yang diperoleh atau dihasilkan sebelum masa perkawinan mereka biasa disebut 

Harta bawaan ( seperti halnya Harta warisan ) atau Harta milik pribadi yang 

diperoleh setelah masa perkawinan yang biasa disebut Harta perolehan ( Harta 

hibah, hadiah, dan sedekah ).
3
 

 

Pada dasarnya tidak ada pencampuran harta kekayaan dalam 

perkawinan antara suami dan istri (Harta gono gini), konsep harta gono gini  

pada awalnya berasal dari adat-istiadat atau tradisi yang berkembang di 

indonesia
4
 

Harta bawaan adalah Harta benda milik masing-masing suami dan istri 

yang diperoleh sebelum terjadinya Perkawinan atau yang diperoleh sebagai 

warisan dan hadiah,  Undang-Undang Perkawinan pasal 35 ayat 2 mengatur : 

harta bawa’an masing-masing suami dan istri serta dan benda yang diperoleh 

masing-masing sebagai hadiah atau warisan , adalah di bawah penguasaan 

masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”, berdasar 

ketentuan ini suami dan istri berhak memiliki sepenuhnya Harta bawakannya 

masing-masing asalkan tidak ditentukan lain dalam perjanjian Perkawinan, 

sebagaimana diatur dalam  Undang-Undang  Perkawinan pasal 36 ayat 2 :  

mengenai harta bawaan masing-masing suami atau istri hak sepenuhnya untuk 

melakukan perbuatan Hukum mengenai harta bendanya, Jika  pasangan suami 

istri terputus hubungannya karena ditinggalkan oleh suami/istrinya dengan 

keadaan tertentu, maka ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Perkawinan 

pasal 37 :  jika perkawinan putus karena penceraian, harta bersama di atur 

                                                           
2
 Syaikhul Hakim, reaktualisasi pembagian Harta bersama dalam mazhab syafII dan 

komplikasi hukum islam di Indonesia, akademika,vol 9, nomor 2, desember 2015, hlm,.156 
3
 Happy susanto, 2008, pembagian Harta gono-gini saat terjadi penceraian, Jakarta selatan, 

visimedia, hlm.1. 
4
 Ibid,hlm, 8. 
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menurut hukumnya masing-masing, yang di maksud dengan hukumnya 

masing-masing adalah mencakup hukum agama, hukum adat, dan sebagainya.
5
 

 

Cerai mati biasanya dipahami sebagai bentuk perpisahan hubungan 

suami istri karena meninggalnya suami/istri, Pembagian Harta gono gini untuk 

kasus cerai mati dibagi menjadi 50 : 50 ketentuan ini diatur dalam KHI  Pasal 

96 ayat 1 bahwa,  apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama 

menjadi Hak pasangan yang hidup lebih lama.
6
 

Hal yang sering terjadi di masyarakat manakala seorang suami 

meninggal dan tidak mempunyai anak,maka ahli waris dari pihak suami tidak 

merelakan untuk menyerahkan bagian warisan yang menjadi hak istri untuk 

menguasai harta-harta yang ditinggalkan meskipun ada bukti-bukti yang 

menunjukan tentang kepemilikan harta bersama, dalam kasus lain manakala 

terjadi penceraian antara suami dan istri sementara mempunyai anak 

menyangkut harta bersama yang bukti kepemilikan tercantum nama suami atau 

nama istri sering kali tidak secara sukarela untuk membaginya bersama secara 

kekeluargaan.
7
 

 

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang keberadaannya 

sebuah tatanan masyarakat yang baik, untuk menciptakan keluarga yang 

harmonis sebagaimana yang di inginkan oleh masyarakat, Agama memberikan 

tutunan agar calon suami dan istri memilih pasangan yang sepadan 

(kafa’ah).perkawinan antara suami dan istri yang sama-sama beragama Islam 

lebih menjamin terciptanya keluarga sakinah mawaddah wa rohma (harmonis) 

karena memiliki keyakinan yang sama, ibadah yang sama, dan satu tujuan 

hidup.
8
  

 

B. Rumusan Masalah  

a. Bagaimana pembagian harta bersama ( Harta gono gini ) dalam 

perspektif hukum Islam dan undang-undang No.1 tahun 1974 ? 

b. Apakah akibat hukum pembagian Harta bersama (Harta gono 

gini) bila terjadi dalam penceraian antara suami dan istri ? 

                                                           
      

5
  Prof.Dr.H.zainuddin Ali,M,A., 2006, Hukum perdata Islam di Indonesia, Jakarta, Sinar 

Grafika, hlm,.38. 
6 Ibid, hlm,. 39  

      
7
 Liky faizal, harta bersama dalam perkawinan, Ijtima’iyya, vol 8, no 2, agustus 2015,hlm 78 

      
8
 Saipudin shidiq, 2017,fiqih kontemporer, kencana, Jakarta,hlm,.16. 
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C. Ruang Lingkup dan tujuan  

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan 

masalah dengan menitikberatkan perhatian pada pemberian pembagian harta 

bersama (Harta gono gini) dalam persfektif hukum islam dan Undang-Undang 

No.1 Tahun 1974 jika terjadi penceraian kepada suami dan istri. dan tidak 

menutup kemungkinan untuk juga membahas hal-hal lain yang berhubungan 

dengan permasalahan.  

Berdasarkan Rumusan masalah di atas,tujuan penelitian ini  ialah: 

a. Untuk mengetahui bagaimana pembagian harta bersama (gono gini) 

dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang No.1 tahun 1974. 

b. Untuk mengetahui akibat hukum pembagian Harta bersama (Harta gono 

gini) bila terjadi penceraian antara suami dan istri. 

D. Kerangka konseptual  

Uraian ini di tunjukan untuk memberikan kesatuan pemahaman,yaitu : 

1. Perceraian  

Terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan 

untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan 

kewajibannya sebagai suami istri”.
9
 

 

2. Harta kekayaan dalam perkawinan  

 Harta kekayaan adalah benda milik seseorang yang mempunyai nilai 

ekonomi. dalam literatur hukum, benda adalah terjemahan dari istilah 

bahasa belanda zaak, barang adalah terjemahan dari good, dan Hak adalah 

terjemahan dari rech.menurut pasal 499 KUH perdata,pengertian benda 

                                                           
      

9
 Wasman dan wardah Nuroniyah,2011, hukum perkawinan islam di Indonesia, teras Yogyakarta  hlm. 83.  
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meliputi Barang dan Hak .barang adalah benda berwujud sedangkan Hak 

adalah benda tak berwujud”.
10

 

3. Harta bersama dalam perkawinan  

Secara bahasa, harta bersama terdiri dari dua kata yaitu harta dan 

bersama, menurut kamus besar bahasa Indonesia “harta dapat berarti 

barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan yang 

berwujud maupun yang tidak berwujud dan tentunya yang bernilai. 

sayuti Thalib dalam bukunya hukum kekeluargaan Indonesia 

mengatakan bahwa : ” harta bersama adalah harta kekayaan yang 

diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan maksudnya 

adalah harta yang didapat atas usaha bersama atau sendiri-sendiri 

selama ikatan perkawinan”.
11

 

 

E. Metode Penelitian 

1. Sifat penelitian ini adalah penelitian yuridis dan normatif, penelitian 

yuridis yang bertujuan untuk meneliti sistematika hukum,sinkornasi 

hukum,sejarah hukum,dan perbandingan hukum, sedangkan penelitian 

normatif berdasarkan kepustakaan yakni dengan cara meneliti bahan 

pustaka atau jurnal-jurnal Ilmiah/hukum atau dinamakan hukum normatif 

F. Sumber Data 

a. Sumber premier  

 Bahan hukum premier adalah bahan hukum peraturan undang-

undang  No.1 tahun 1974. 

 

b. Sumber hukum sekunder  

                                                           
      10 Abdulkadir muhamad,1994,hukum harta kekayaan,citra aditya bakti,bandung,hlm,10. 

      11 Ibid, hlm.218. 
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         Bahan hukum sekunder adalah bahan tentang hukum yang 

merupakan dokumen yang tidak resmi seperti buku-buku, kamus-

kamus hukum,jurnal-jurnal hukum,dan internet. 

 

c. Sumber hukum tersier  

    Bahan hukum tersier adalah bahan tentang hukum yang 

merupakan bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap 

bahan hukum primer dan sekunder. 

 

1. Teknik pengumpulan data  

Untuk memperoleh data yang cukup jelas yang dibutuhkan oleh penulis 

yang sesuai dengan permasalahan penelitian, maka penulis menggunakan 

teknik pengumpulan data dengan dokumentasi, dokumentasi merupakan suatu 

proses dalam mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat laporan yang 

sudah tersedia yang bersumber dari data-data dalam bentuk dokumen mengenai 

hal-hal yang sesuai dengan tema penelitian, baik berupa karya ilmiah,buku-

buku,makalah,surat kabar,majalah, atau jurnal serta laporan-laporan.
12

 

 

2. Teknik Analisis data  

Untuk menganalisis data dilakukan secara kualitatif  yaitu prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yang berupa kata-kata tertulis 

atau lisan yang dapat dipahami. Dalam analisis kualitatif penulis menggunakan 

metode berfikir induktif, yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta-fakta  atau 

peristiwa-peristiwa yang kongkrit dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa 

yang khusus ditarik generalisasinya sehingga mempunyai sifat umum sehingga 

dapat ditarik suatu kesimpulan.
13

 

 

 

                                                           
      12 Suharsimi Arikunto, 2005, menejemen penelitian, Rineka cipta, Jakarta, hlm.144.  

      13 Cholid naruko, 2007, metodologi penelitian, Rineka cipta, Jakarta,, hlm.63. 
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